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BAB III

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis

dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang diajukan dalam

rumusan masalah sebelumnya yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut

perkara No. 87/Pid.B/2010/PN.Slmn adalah berdasarkan analisis di atas,

penulis dapat menarik kesimpulan bahwa di dalam perkara ini Majelis

Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara

5(lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa

dan denda Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) karena terdakwa

terbukti telah melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya

melanggar Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaiman dituduhkan

Jaksa Penunutut Umum tidak sesuai dengan hukum karena menurut Pasal

2 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT korban itu meliputi

suami, istri dan anak, orang-orang yang memiliki hubungan kelurga yang

dimaksud pada Pasal 1 huruf a) karena hubungan darah b) perwalian,

persusuan pengasuhan perwalian yang menetapdalam rumah tangga dan c)

orang yang bekerja membantu dalam rumah tangga tersebut dan menetap

sehingga dipandang sebagai keluarga, seharusnya Hakim menjatuhkan
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putusan berdasarkan Undang-undang PKDRT karena korbannya

merupakan anak kandung dari terdakwa bukan orang lain di luar rumah

tangga tersebut atau karma ada hubungan darah menggunakan asas lex

sepeciali derogate legi generalis.

B. Saran

Diharapkan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak para penegak

hukum lebih teliti dalam mengguanakan undang-undang yang tepat.
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